BUPATI KUDUS

PERATURAN BUPATI KUDUS
NOMOR 29 Tahun 2013

TENTANG

PERUBAHAN KETIGA ATAS PERATURAN BUPATI KUDUS
NOMOR 29 TAHUN 2006 TENTANG POKOK-POKOK KEPEGAWAIAN PEGAWAI
HONORER DAERAH PEMERINTAH KABUPATEN KUDUS

Menimbang

Mengingat

a.

BUPATI KUDUS,

bahwa guna memberikan kesejahteraan kepada Pegawai
Honorer Daerah, perlu memberikan Jaminan Sosial bagi
Pegawai Honorer Daerah dan/atau beserta keluarganya ;

bahwa sehubungan dengan maksud tersebut di atas,
perlu menetapkan Perubahan Ketiga Atas Peraturan
Bupati Kudus Nomor 29 Tahun 2006 tentang Pokok-
Pokok  Kepegawaian  Pegawai  Honorer  Daerah
Pemerintah Kabupaten Kudus ;

bahwa  berdasarkan = pertimbangan  sebagaimana
dimaksud huruf a dan b, perlu menetapkan Peraturan
Bupati ;

Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang
Pembentukan  Daerah-Daerah  Kabupaten  dalam
Lingkungan Propinsi Jawa Tengah ;

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-
pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 3041), sebagaimana
telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun
1999 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 8
Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999
Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 3890);

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana
telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-
Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan
Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004
tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844) ;



4.

10.

11.

12.

13.

Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1976 tentang
Cuti Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 1976 Nomor 57, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 3093);

Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 tentang Izin
Perkawinan dan Perceraian bagi Pegawai Negeri Sipil
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983
Nomor 13 Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 3250), sebagaimana diubah dengan
Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1990 tentang
Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun
1983 tentang Ijin Perkawinan dan Perceraian bagi Pegawai
Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
1990 Nomor 61 Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 3423) ;

Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2005 tentang
Pengangkatan Tenaga Honorer Menjadi Calon Pegawai
Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2005 Nomor 122 Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4561);

Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang
Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140 Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);

Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang
Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);

Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang
Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2010 nomor 74, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5135);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006
tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah
sebagaimana diubah beberapa kali terakhir dengan
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011
tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam
Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman
Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik
Indonesia Tahun 2011 Nomor 1310);

Peraturan Daerah Kabupaten Kudus Nomor 13 Tahun
2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat
Daerah dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat
Daerah Kabupaten Kudus (Lembaran Daerah Kabupaten
Kudus Tahun 2008 Nomor 13, Tambahan Lembaran
Daerah Kabupaten Kudus Nomor 115);

Peraturan Daerah Kabupaten Kudus Nomor 14 Tahun
2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah
Kabupaten Kudus (Lembaran Daerah Kabupaten Kudus
Tahun 2008 Nomor 14, Tambahan Lembaran Daerah
Kabupaten Kudus Nomor 116);

Peraturan Daerah Kabupaten Kudus Nomor 15 Tahun
2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat,



Menetapkan

3

Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Lembaga
Teknis Daerah, Satuan Polisi Pamong Praja dan Kantor
Pelayanan Perizinan Terpadu Kabupaten Kudus
(Lembaran Daerah Kabupaten Kudus Tahun 2008
Nomor 15, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten
Kudus Nomor 117);

14. Peraturan Daerah Kabupaten Kudus Nomor 16 Tahun
2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kecamatan dan
Kelurahan Kabupaten Kudus (Lembaran Daerah
Kabupaten Kudus Tahun 2008 Nomor 16, Tambahan
Lembaran Daerah Kabupaten Kudus Nomor 118);

15. Peraturan Bupati Kudus Nomor 29 Tahun 2006 tentang
Pokok-Pokok Kepegawaian Pegawai Honorer Daerah
Pemerintah Kabupaten Kudus (Berita Daerah Kabupaten
Kudus Tahun 2006 Nomor 37) sebagaimana telah
diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Bupati
Kudus Nomor 23 Tahun 2013 tentang Perubahan Kedua
atas Peraturan Bupati Kudus Nomor 29 Tahun 2006
tentang Pokok-Pokok Kepegawaian Pegawai Honorer
Daerah Pemerintah Kabupaten Kudus (Berita Daerah
Kabupaten Kudus Tahun 2013 Nomor 23) ;

16. Peraturan Bupati Kudus Nomor 37 Tahun 2009 tentang
Pendelegasian Wewenang dan Pemberian Mandat
Penandatanganan Keputusan dan Surat Dinas Dalam
Bidang Kepegawaian di Lingkungan Pemerintah
Kabupaten Kudus (Berita Daerah Kabupaten Kudus
Tahun 2009 Nomor 37), sebagaimana diubah dengan
Peraturan Bupati Kudus Nomor 10 Tahun 2013 tentang
Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Kudus Nomor
37 Tahun 2009 tentang Pendelegasian Wewenang dan
Pemberian Mandat Penandatanganan Keputusan dan
Surat Dinas Dalam Bidang Kepegawaian di Lingkungan
Pemerintah Kabupaten Kudus (Berita Daerah Kabupaten
Kudus Tahun 2013 Nomor 10);

MEMUTUSKAN :

PERUBAHAN KETIGA ATAS PERATURAN BUPATI KUDUS
NOMOR 29 TAHUN 2006 TENTANG POKOK-POKOK
KEPEGAWAIAN PEGAWAI HONORER DAERAH PEMERINTAH
KABUPATEN KUDUS.

Pasal 1

Diantara BAB IV dan BAB V Peraturan Bupati Kudus Nomor
29 Tahun 2006 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian Pegawai
Honorer Daerah Pemerintah Kabupaten Kudus (Berita Daerah
Kabupaten Kudus Tahun 2006 Nomor 37), sebagaimana telah
diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Bupati
Kudus Nomor 23 Tahun 2013 tentang Perubahan Kedua atas
Peraturan Bupati Kudus Nomor 29 Tahun 2006 tentang
Pokok-Pokok Kepegawaian Pegawai Honorer Daerah
Pemerintah Kabupaten Kudus (Berita Daerah Kabupaten
Kudus Tahun 2013 Nomor 23), ditambahkan satu bab baru
yakni BAB IV A sehingga berbunyi sebagai berikut :



BAB IV A
JAMINAN SOSIAL
Pasal 8 A

(1) Pegawai Honorer Daerah dan/atau keluarganya diberikan
Jaminan Sosial sesuai peraturan perundang-undangan
yang berlaku.

(2) Jaminan Sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1),
terdiri dari :
a.Jaminan Kesehatan ;
b.Jaminan Kematian ;
c.Jaminan Kecelakaan Kerja ; dan
d.Jaminan Hari Tua.

(3) Pemberian Jaminan Sosial sebagaimana dimaksud pada
ayat (2) disesuaikan dengan kemampuan keuangan
daerah.

(4) Pelaksanaan pemberian Jaminan Sosial sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) dituangkan dalam bentuk
perjanjian kerjasama antara Satuan Kerja Perangkat
Daerah dengan Penyelenggara Jaminan Sosial.

Pasal II
Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal
diundangkan.
Agar  setiap orang mengetahuinya, memerintahkan

pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya
dalam Berita Daerah Kabupaten Kudus.

Ditetapkan di Kudus
pada tanggal 30 Desember 2013

BUPATI KUDUS,
ttd.
MUSTHOFA

Diundangkan di Kudus
pada tanggal 30 Desember 2013

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KUDUS,
ttd.
NOOR YASIN

BERITA DAERAH KABUPATEN KUDUS TAHUN 2013 NOMOR 29

Digitally signed
by Bagian Hukum

Sekretariat
Daerah
Kabupaten Kudus
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